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RINGKASAN

Hasil Penelitian Ini Menunjukan Bahwa:

L

Ketentuan pengecualian Persetujuan Tindakan Medis dalam Pasal 293 ayat (9) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memang telah memberikan dasar
hukum eksplisit bagi tenaga medis untuk melakukan tindakan medis dalam kondisi
gawat darurat tanpa perlu memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pasien atau
keluarganya. Namun dalam praktiknya, ketentuan ini masih menyisakan ambiguitas
yuridis. Ditemukan bahwa tidak adanya kualifikasi lebih lanjut mengenai batasan
objektif keadaan "tidak cakap” pasien dan ketentuan teknis mengenai "tidak adanya
pihak yang dapat dimintai persetujuan", telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan
membuka celah kriminalisasi terhadap tenaga medis. Hal ini menyebabkan pasal yang
sehatusnya bersifat melindungi, menjadi kurang efektif dalam penérapaniya karena
masih multitafsir dan belum didukung perangkat hukum turunan yang operasional.
Akibatnya, tenaga medis tetap berada dalam posisi rawan tuntutan hukum meskipun
telah bertindak untuk menyelamatkan nyawa pasien dalam situasi darurat.

Penelitian juga menunjukkan bahwa ketidakjelasan norma perlindungan hukum dalam
praktik kegawatdaruratan berdampak langsung terhadap kehati-hatian tenaga medis yang
berlebihan. Hal ini dapat menghambat pengambilan keputusan klinis yang cepat dan
tepat, serta berpotensi memperburuk kondisi pasien, terutama dalam tindakan
penyelamatan nyawa seperti intubasi trakea, transfusi darah, dan tindakan bedah darurat.
Kondisi ini bertentangan dengan asas kepastian hukum dan prinsip "primum non nocere"
yang menjadi landasan etik profesi kedokteran. Penelitian ini menggunakan pendekatan
normatif dan konseptual dengan teori Lifesaving dan Zaakwaarneming sebagai fondasi
legitimasi tindakan medis darurat tanpa persetujuan. Studi ini merekomendasikan adanya
reformiilasi norma dalam bentuk peraturan pelaksana yang mempeérjélas batas-batas
penerapan Pasal 293 ayat (9), serta mekanisme perlindungan hukum prosedural yang
lebih operasional, seperti penetapan form baku laporan tindakan medis darurat dan
pembentukan panel etik independen dalam kasus sengketa medis kegawatdaruratan.
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ABSTRAK

Kata kunci: perlindungan hukum, tindakan darurat, persetujuan tindakan medis, presumed
consent, etika kedokteran

Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi tenaga medis yang melakukan
tindakan medis darurat tanpa persetujuan pasien di Indonesia. Dalam kondisi
kegawatdaruratan, dokter sering dihadapkan pada dilema hukum ketika harus segera
mengambil tindakan penyelamatan nyawa, sementara prosedur persetujuan medis tidak
memungkinkan karena kondisi pasien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh
mana hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Keschatan, memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis yang bertindak dalam keadaan
darurat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-
undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, serta mengkaji sumber hukum primer seperti
UUD 1945, KUHP, KUHPerdata, dan peraturan keschatan terkait. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa UU No. 17 Tahun 2023 memberikan perlindungan substantif dan
prosedural, antara lain melalui pengakuan terhadap persetujuan yang dianggap ada (presumed
consent) dalam keadaan darurat (Pasal 293 ayat (9)) serta kekebalan dari tuntutan jika tindakan
sesuai dengan standar profesi (Pasal 275). Namun, ditemukan pula norma kontradiktif berupa
ancaman sanksi pidana terhadap tenaga medis dalam Pasal 438 dan 440. Paradoks ini
menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat berdampak pada keberanian pengambilan
keputusan medis di ruang gawat darurat. Tesis ini menyimpulkan bahwa meskipun hukum telah
mengatur perlindungan, harmonisasi lebih lanjut diperlukan untuk menyelaraskan norma
perlindiingan dan sanksi demi menjamin kepastian hukum bagi tenaga medis.
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ABSTRACT
Keywords: legal protection, emergency treatment, informed consent, presumed consent,
medical ethics

This thesis analyzes the legal protection for medical personnel performing emergency medical
actions without patient consent in Indonesia. In situations of emergency, doctors often face
legal dilemmas when required to act swiftly to save lives, yet legal consent procedures may be
impractical or impossible due to the patient's condition. The objective of this research is to
examine whether current Indonesian laws, particularly Law No. 17 of 2023 on Health,
adequately provide legal protection for medical professiomals acting under emergency
conditions. The research uses a normative juridical method with a statutory, conceptual, and
case approach, analyzing primary legal materials such as the 1945 Constitution, the Civil Code,
the Criminal Code, and related health regulations. The findings show that Law No. 17/2023
offers both substantive and procedural protection, including presumed consent under
emergency conditions (Article 293(9)) and immunity from liability when procedures align with
professional standards (Airticle 275). However, patadoxically, the same law also contains
provisions that impose criminal sanctions (Articles 438 and 440) on healthcare professionals
in emergency contexts. This contradiction potentially leads to legal uncertainty and moral
hazard in emergency decision-making. The thesis concludes that while the law seeks to balance
patient rights and medical responsibilities, further regulatory clarity is needed to harmonize
protective and punitive norms and ensure legal certainty for frontline healthcare workers.
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